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BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
khususnya di bidang pemantauan kualitas lingkungan
dan penanganan sampah, perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat [3)
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud dalam hurmaf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
scrta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat [1 di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



3

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (entang
Pengelolaan Sampah (| Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5059);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015
lenlang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomeor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
FPeraturan Pomerintah REepublik Indonesia Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Secjenis Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
2347);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5887},

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,
Reuse dan Recycle Melaluni Bank Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkal Daerah Provinsi dan
Kabupalen/Kola Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324};



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifilcasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksang Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buten Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

15. Peraturan Dupati Buton Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016
Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, BSUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

4. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin

pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Buton.

4. BSekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten

Buton.

Dinas Lingkungan Hidup, vang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Buton.

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkunpan
Hidup Kabupaten Buton.

7. Umt Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana di Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup vang melaksanalkean kegiatan teknis
operasional dan/atau kKegiatan ekms penunjang
terteni,

e

::J'I



10.

11,

13.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya
disinglkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buton.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi [ungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium vang
melaksanakan pengujian parameter kualitas
lingkungan.

Pengujian parameter kualitas DIngkungan, vang
selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kematan
telnis wvang terdiri atas penclapan dan penentuan
suatu silat atau lebih parameter kualitas lingkungan
sesunl dengan prosedur vang telah ditetapkan.

. Tempat Penampungan Sementara vang selanjutnya

disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut
ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau
lempal pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkar  TPST adalah tempat dilaksanakannya
keglatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjulnya disinglkat

La.

17.

TPA  adalah tempar untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media inghkungan.

. Pengelalaan sampah adalah kegiatan vang sistematis,

menyelarnh, dan  berkesinambungan wvang melipuli
pengurangan dan penanganan sampabh.

Perencanaan pengelolaan sampah adalah suatu proses
kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan
dilalukan secara menyeluruh dan terpadu terkait
dengan aspek nonhsik (peran serta  masyarakat,
kelembagnaan, dan legalitas] dan aspek fisik [teknis dan
apecrasional, serta  pembiavaan) dalam  pengelolaan
sampal.

Pelalkesanaan pengelolaan sampah adalah ranglkaian
kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan
rehahilitasi sarana dan prasarana baik sarana fisik dan
non fisik yvang digunakan dalam penpgelelaan TPA.

. Pemantauan pengelolaan TPA adalah kegiatan

pengamatan menyeluriuh dan terpadu terhadap seluruh
serta dilakulkan secara rutin terhadap hasil pelaksanaan
pengelolaan sampah di TPA.



19. Evaluasi pengelolaan TPA adalah kepiatan penilaian
terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan pengelolaan  TPA untuk kemudian
dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja
pengelolaan sckior persampahan.

BAEB 1T
PEMEBENTUEAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, terdiri atas:

a. UPTD Laboratorium Linglungan; dan

h. UPTD Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UUPTD, schagaimana dimaksnd dalam Pasal 2
adalah :

a. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas B; dan

b. UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD berkedudukan sebagai unil pelaksana Lleknis
untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.



Bagian Kedua
Susunan Orpanisasi

Pasal &5

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan

stbugaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufl a, terdini
atas:

a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdin
aras:

a. kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jahatan Fungsional.

[3) Bagan Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran
vang merupakan bagian ldak terpisahkan dan
Peraturan Bupat ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf |
LUPTD Laboratonium Lingkungan

Pasgal &

(1] UPTD Laboratorium Lingkunguan mempunvai tugas
menyelenggarakkan sebagian tugas Dinas  dalam
pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegintan teknis penunjang di bidang pelayanan
pengujian kualitas lmgkungan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada awvar (1), UPTD Laboratorium Lingkungan
menyclenggarakan flungsi:

a. pelaksanaan perencanaan program dan  anggaran
serta pelaporan;

h. pelaksanaan pengelolaan teknis operasional
pelayanan lahoratorium  lingkungan  terhadap
pengujian parameter Kualitas lingkungan,

. pelaksanaan analisis dan pengembangan KkKinerja
pada kegiatan pengambilan, pemeriksaan, pengujian,
dan analisis sampel secara laboratorium untuk
scluruh komponen lingkungan;



(1)

(2)

d. pelaksanaan pengembangan teknis dan metode
analisis laboraterium lingkungan sesual dengan
sislemn mutu laboralorium dan standar yang berlaku;

e. pelaksanaan maonitoring dan evaluasi serta pelaporan
penvelengggaraan tugas operasional pelayanan
laboratorium lingkungan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas berkaitan dengan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang
pelayanan laboratorium lingkuangan.

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas memimpin, membina, dan meclaksanakan schagian
kewenanpgan Dinas di bidang pengelolaan teknis
operasional pengelolaan lingkungan dan
hertanggungjawab atas pelaksanaan lugas dan [ungsi

UPTD.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTD Laboratorinm Lingkungan

menyelenggarakan fungsi ;

a. perumusan kebijakan leknis dan  perencanaan
program  «dan  kegiatan  UPTD Laboratorium
Lingkungan sesual prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;

b. pengkoordinasian  kegiatan UPTD  Laboratorium
Lingkungan dengan instansi  terkait  melalui
pertemuan untuk mensinkronkan kegiatan;

c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelavanan UPTD
dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui pertemuan
dan memberi arahan untuk tercapainya sasaran yvang
diharapkan;

d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan  prograrn dan kegiatan UFTD
Laboratorium Lingkungan sesual prosedur dan
ketenluan yang berlaku untule menghindar kesalahan
dan bahan evaluasi;

e. penyelengaraan kaji ulang sistem manajemen mutu
laboratorium sesuai prosedur dan ketenluan yang
berlaku untik meningkatkan mutu laboratorium,;

f. pelaksanaan pengendalian kegiatan ketatausahaan
UPT? Labomatorium Lingkungan sesual dengan
prosedur wuntuk menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan tugas; dan



(1)

(2]

(3)

(1)

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1] huruf b, mempunyai tugas
menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional
UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan bidang
keahlian dan kebutuhan organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil
Negara dalam jenjang jabatan Mingsional vang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
Setap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayar (1] dipimpin oleh seorang Pejabat
Fungsional Senior yang ditlunjuk oleh Bupati dan dalam
merjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada
kepala UFTD.

Jumlah dan nomenklatur Kelompok .Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja wvang
direkomendasikan oleh organisasi perangkat
daerah/unit kerja vang membidang kelembagaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
kedudukan, fungsi dan tugas Kelompok Jabalan
Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
UPTD Pengelolaarn Sampah

Pasal 9

UPTD  Pengelolaan Sampah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas  kegiatan opcrasional

dan/atan kegiatan teknis penunjang Tinas di bidang

penanganan sampalh.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada  ayat {1}, UPTD Penpgelolaan Sampah

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan kebersihan pada kawasan
tertentu;

b. pelalkksanaan  pemilahan,  pengumpulan, dan
pengangkutan sampah /residu dari sumber sampah ke
TPS dan fatau TPS3K;



(1)

(2)

¢. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan
pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah,
TPS dan TPS3R ke TPA;

d. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan,
pengompaosan, daur ulang materi dan mengubah
sampah menjadi sumber energi);

e. pelaksanaan pemrosesan alchir sampah
(penimbunan/pemadatan, penutupan tanah,
pengolahan lindi, penanganan gas);

f. pelaksanaan perencanaan dayva dukung infrastruktur
(fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan,
fasilitas operasiomal dan fasilitas penunjang) TPS,
TP33R, TPA dan/atau TPST;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung
infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan
lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas
penunjang) TPS, TPSAR, TPA dan/atau TPST:

h. pelaksanaan perencanaan dava dukung sarana
pemilahan, pengumpulan, penganglkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir TPSTTPA;

L. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi daya dukung
sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/ TPA;

J- pelaksanaan pemeliharaan infrastrulktur dan sarana
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan akhir TPST ) TPA;

k. pelaksanaan pemungutan retribusi  pelayanan
persampahan  sesual dengan kewenangan yang
diberikan berdasarkan peraturan  perundang-
undangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh Kepala
Dinas scsuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pas=al 10

Kepala UPTD Fengelolaan Sampah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] huraf a, mempunyai
tugas menumpin, membina, dan melaksanakan
sehagian kewenangan Dinas di bidang pengelolaan
sampah dan bertanggungjawab atas terlaksananya
tugas dan fungsi UPTD.

Kepala UFTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan, perumusan program Jkegiatan

operasional teknis UPTD Pengelolaan Sampah;



(1)

(<)

{3)

(1)

b. pengkoordinasian lkegiatan  operasional  teknis
pengelolaan sampah bersama instansi terkail untuk
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan pembinaan, penataan dan penempatan
tenapa operasional pengangkut sampah:

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
penggunaan fasilitas operasional persampahan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan;

[. pendisposisian surat masuk, dan peneliti naskah
untuk diteruskan kepada atasan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Tala Usaha sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avat (2) huruf b, mempunvai tugas
melaksanakan urusan perencanaan  program, sural
menyurat, mengelala administrasi keuangan,
kepegawalan, sarana prasarana, Kearsipan, dan rumah
tangga, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
lingkup UPTD Pengelolaan Sampah.

Dalam melaksanakan (ugas sebapgaimana dimaksud
pada avat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyvelenggarakan
fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan program [/ kegiatan di
bidang ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sampah;
penyelenggaraan adminisiras: sural-menyurat ;
penyelenggaraan administrasi keuangan;
penyelenggaraan administrasi kepegawaian,
pengelolaan sarana dan prasarana umunm;
pelaksanaan urusan ramah tangga;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
UPTD terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha schagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yvang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

= R o

Lol

Pasal |12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 ayvat (2] huruf ¢, mempunyai tugas
menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional
UPTD Pengelolaan Sampah, sesuai dengan  bidang
keahlian dan kebutuhan organisasi.



(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

(3)

(S)

(1)

(2)

(3)

pada ayat (1], terdin dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yvang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannva.

Setiap Kelompok Jabatan PFungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat
Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam
memjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala
UPTD.

Jumlah dan nomenklatur Kelompok .Jabhatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
berdasarkan analisis jabatan dan heban kerja vang
direkomendasikan oleh orgarisasi perangkat
daerah /unit kerja vang membidang kelembagaan.
ketentuan  lebih lanjut mengenai pembentukan,
kedudukan, fungsi dan tugas Kclompok Jabatan
Fungsional pada UPTD Pengelolaan Sampah ditetaplkan
dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala UPTD, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal
dan horisonlal baik dalam lingkunpgan masing-masing
maupun antar satuan organisasi sesual dengan tugas
pokok masing-masing.

Setiap pejabat di lngkungan UPTD wajib mengawasi
bawahan  masing-masing dan  apabila  terjadi
penvimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,

Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberi bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan
tugas bawahannya.

Seriap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengikuli dan
mematunhi petunjuk  dan bertanggungjawab pada
alasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waklunya.



(9) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan
UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan
sebagal bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut

dan untuk memberikan petunjuk teknis lkepada
bawahannya.

Pasal 14

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya,
Kepala UPTD wajib mengadakan rapat secara berleala.

Pasal 15

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan
di UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan dava guna dan hasil guna,
masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat
mendelegasikan kewcnangan tertentu kepada pejabat di
bawahnya sesuai dengan  kelentuan dan  peraturan
perundang-undangan.

BABV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISAS] DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) kKepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman
pada peraturan perundangan-undangan yvang berlaku.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah.

(2] Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan
jabatan eselon IWh atan jabatan Pengawas.

(4) Kepala UFTD Pengelolaan Sampah merupakan jabatan
eselon [Va atau jabalan pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan
Sampah merupakan jabatan eseclon IVb atau jabaran
PENZAWES.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non
struktural.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan lugas
dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayvaan
sesual dengan ketentuan dan peraturan Perundang-
undangan yvang berlalku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal
diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
ke dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal £ OkmwEerr 2017

Pit. BUPATI BUTON,

ttd
LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal £ okngen

Pll. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BUTON,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR :



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BUTON

NMOMOR @ 29 TAHUN 2017

TANGGAL @ J6 okTeg&EL 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASE,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGEUNGAN HIDUP KABUPATEN
BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LUFTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON

KEPALA UPTD

KELOMPOK s e KELOMPORK JABATAN
PELAKSANA FUNGSIONAL

Plt. BUPATI BUTON

ttd

LA BAKKY



LAMPIRAN 1I : PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGOAL - £ CKIEAFT 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCANISAST,

TUGAS DAN FUNGEIL, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEENIS NHNAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

BUTON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON

KEPALA UPTD

SUBBAG
TATA USAHA

L |

¥

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Plt. BUPATI BUTON

rtd

LA BAKRY



